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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai Mekanisme
Pemberian Nilai Melalui Instrumen Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3) di Badan
Kepegawaian Pemerintah Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD-DIKLAT)
Kabupaten Boalemo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif
pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara
mendalam terhadap informan, observasi, dan pencatatan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penilaian melalui daftar
instrumen pelaksanaan kerja penilaian, belum dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sistem penilaian yang tepat berdasarkan kondisi nyata karyawan.
Disarankan, harus dilakukan secara obyektif berdasarkan standar, untuk
menerapkan mekanisme banding dalam proses penilaian oleh penilai resmi untuk
nilai yang tercantum dalam daftar instrumen pelaksanaan kerja penilaian, dan
membuat daftar pelaksanaan kerja penilaian sebagai dokumen rahasia Negara
yang memiliki nilai psikologis dalam memberikan kesempatan bagi karyawan
untuk mengajukan banding, sebagai motivasi untuk meningkatkan karya mereka
di masa depan.

Kata Kunci: Mekanisme, Penilaian, Daftar, Pelaksanaan, Kerja

PENDAHULUAN menjalankan tugas dan fungsinya.
Dengan demikian diharapkan akan
Keberadaan ~ sumber  daya tercipta pula hasil kerja yang tinggi,
aparat dewasa ini semakin dituntut bermutu dengan penggunaan sumber
untuk  meningkatkan  prestasi daya sesedikit mungkin.agar harapan
kerjanya. Aparat birokrasi sebagai tersebut dapat diwujudkan, maka
pelayan masyarakat harus dapat setiap organisasi  selalu  berupaya
memberikan kepuasan akan untuk meningkatkan kualitas sumber
pelayanan yang diberikan kepada daya manusia (SDM), sehingga
masyarakat. Kepuasan pelayanan diperoleh pegawai yang handal dan
hanya dapat terwujud jika aparat dapat diandalkan. _
yang memberikan pelayanan Salah satu cara yang dilakukan
mempunyai dedikasi, loyalitas yang oleh Pemerintah adalah dengan
tinggi, berdisiplin dalam memberikan penilaian hasil kerja

atas  pelaksanaan  tugas yang
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dibebankan kepadanya melalui pola
daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan (DP3) sebagai instrumen
penilaian Pegawai Negeri Sipil
dalam meningkatkan kariernya.

Pada awalnya pola pembinaan
PNS didasarkan atas Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974,
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
kemudian diikuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994,
dan terkahir Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
1998, tentang pola umum pembinaan
karier PNS di jajaran Departemen
Dalam Negeri. Namun oleh karena
tingkat pertumbuhan PNS akhir-
akhir ini semakin meningkat seiring
dengan direalisasikannya otonomi
daerah sehingga terjadi
pembengkakan jumlah PNS yang
tidak diimbangi dengan kemampuan
yang memadai. Untuk memperbaiki
kondisi  tersebut, dikeluarkanlah
Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999, tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagai perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 dimana beberapa pasal sudah
tidak memadai lagi  dalam hal
pembinaan terhadap PNS.

Dalam rangka itu, pembinaan
sumber daya manusia aparatur
sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui
mekanisme pemberian nilai hasil
kerja, perlu menekankan pada
langkah-langkah dalam pengarahan,
pemeliharaan dan pengembangan.
Dalam pengembangan sumberdaya
manusia sangat terkait dengan
kegiatan perencanaan dan
pengawasan sumberdaya manusia.
Dalam rangka pengawasan itulah
sehingga instrumen Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
dijadikan  sebagai  tolok  ukur

pemberian nilai hasil kerja di
samping sebagai  bahan evaluasi
kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemberian nilai hasil kerja
melalui instrumen DP3 tersebut juga
dapat dijadikan sebagai pembinaan
terhadap karier Pegawai Negeri Sipil.
Namun mekanisme pemberian nilai
hasil kerja melalui instrumen DP3
tersebut perlu ditinjau  kembali
disebabkan oleh variasi dari variabel-
variabelnya yang tidak
mencerminkan sebagai alat untuk
mengukur keberhasilan/prestasi kerja
seorang pegawai/karyawan, dan juga
karena pembobotan yang tidak jelas
antara variabel yang satu dengan
yang lain,  sehingga  dalam
pelaksanaannya tidak dapat berfungsi
dengan baik.

Instrumen DP3 yang
diberlakukan sejak masa berlakunya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974, tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian  hingga  sekarang,
terkesan kurang fleksibel. Walaupun
Undang-Undang  tersebut  sudah
mengalami revisi melalui Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999,
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
namun untuk mengekspresikan hal-
hal yang menjadi karakter khusus
yang membedakan prestasi hasil
kerja seseorang dengan lainnya tidak
jelas. Unsur-unsur yang dinilai
(seperti kesetiaan, tanggung jawab,
ketaatan, kejujuran dan prakarsa)
tumpang tindih satu sama lainnya,
standar yang digunakan tidak jelas
dan interpretable serta cenderung
pada penilaian terhadap ciri-ciri atau
karakteristik kepribadian.

Untuk dapat menilai
karakteristik ~ kepribadian,  para
penilai  seharusnya  mempunyai
pengetahuan yang cukup tentang
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ilmu jiwa dan perilaku manusia
(psikologi). Dalam kondisi seperti
ini sangat penting untuk
mempertimbangkan perbaikan, atau
penyempurnaan DP3 dalam menilai
pelaksanaan pekerjaan
pegawai/karyawan di lingkungan
pemerintahan  agar  benar-benar
berfungsi sebagai instrumen
penilaian yang valid.

Seperti halnya di Badan
Kepegawaian Daerah Pendidikan dan
Pelatihan (BKD-DIKLAT)
Kabupaten Boalemo, mekanisme
pemberian nilai hasil kerja Pegawai
Negeri ~ Sipil ~ belum  optimal
dilaksanakan. Hal itu nampak dari
sistem dan prosedurnya melalui
pejabat penilai, atasan pejabat
penilai, proses penilaian, keberatan
atas penilaian dan kerahasiaan DP3,
tidak obyektif.

Selain  tidak  obyektifnya
pemberian nilai, tidak sesuai dengan
tuntutan reformasi dimana Pegawai
Negeri Sipil harus memperbaiki
kinerjanya di dalam pemberian
pelayanan  kepada publik dan
pencapaian  sasaran  organisasi.
Mekanisme pemberian nilai hanya
dilaksanakan oleh oknum Pegawai
Negeri Sipil itu sendiri tanpa
pertimbangan hasil kerja yang nyata
dilaksanakan.  Kondisi  demikian
sudah tentu tidak sesuai dengan
pembinaan dan pengembangan karier
dan prestasi kerja Pegawai Negeri
Sipil menjadi profesional di dalam
menjalankan  tugas pokok dan
fungsinya sebagai pelayan
masyarakat. Tidak mengherankan
jika selama ini penampilan Pegawai
Negeri  Sipil dalam pemberian
pelayanan masih  mengecewakan
masyarakat.  Ketidakpuasan atas
pelayanan yang diberikan oleh

Pegawai  Negeri Sipil tersebut
nampak dari penampilannya yang
kaku, lambat dan tidak disiplin dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pelayan masyarakat.

Instrumen DP3 sebagai pola
pemberian nilai hasil kerja Pegawai
Negeri Sipil, tidak didasarkan pada
hasil kerja yang sebenarnya, tetapi
hanya didasarkan atas keinginan
Pegawai Negeri Sipil itu sendiri dan
pimpinan sebagai pejabat penilai.
Dalam rangka itulah sehingga perlu
dilakukan penelitian ilmiah guna
memperoleh  gambaran  obyektif,
tentang mekanisme pemberian nilai
melalui instrumen DP3 bagi Pegawai
Negeri Sipil yang diberlakukan
selama ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut,
maka rumusan penelitian ini adalah:
“Bagaimana mekanisme pemberian
nilai  melalui instrumen DP3 di
Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan (BKD-
DIKLAT) Kabupaten Boalemo?.

TUJUAN DAN MANFAAT
PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mekanisme pemberian
nilai melalui instrumen DP3 di
Badan Kepegawaian Daerah
Pendidikan dan Pelatihan (BKD-
DIKLAT) Kabupaten Boalemo.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini baik manfaat teoritis
maupun manfaat praktis dapat
dikemukakan berikut ini.
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1. Manfaat teroritas, diharapkan dari
hasil penelitian ini dapat dijadikan
sebagai sumbangan pengetahuan
dalam pengembangan sumber
daya manusia, dan menjadi dasar
bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis, diharapkan dari
hasil penelitian ini dapat dijadikan
sebagai bahan informasi dalam
pengambilan keputusan tentang
peningkatan prestasi kerja
Pegawai Negeri Sipil, khususnya
di  lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu,
jenis  deskriptif  kualitatif, yang
difokuskan pada mekanisme
pemberian nilai melalui instrument
DP3, yang dikonsepkan sebagai
prosedur kerja dalam memberikan
penilaian terhadap Pegawai Negeri
Sipil dalam rangka pembinaan
melalui proses penilaian, pengajuan
keberatan, proses pemeriksaan dan
kerahasiaan DP3. Sedangkan
pengumpulan data, teknik yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Observasi, Wawancara dan Teknik
dokumentasi.

Analisis  yang  digunakan
adalah analisis kualitatif berdasarkan
data yang diperoleh  melalui
observasi dan wawancara serta data
agregate yang sesuai dengan tujuan
penelitian. Teknik analisis kualitatif
tersebut menurut Moelong
(2000:190), melalui beberapa
tahapan vyaitu tahap pemrosesan
satuan, kategorisasi termasuk
pemeriksaan keabsahan data, diakhiri
dengan penafsiran data dengan kata-
kata.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada
mekanisme pemberian nilai melalui
instrument Daftar Penilaian
Pelaksanaan ~ Pekerjaan  (DP3),
sebagai  prosedur kerja  dalam
memberikan  penilaian  terhadap
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
pembinaan melalui proses penilaian,
pengajuan keberatan, proses
pemeriksaan dan kerahasiaan DP3, di
Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupetan
Boalemo.

Menurut ketentuan, penilaian
pekerjaan hanya  diberlakukan
kepada pegawai yang sudah berstatus
calon Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai  Negeri Sipil. Sedang
pegawai yang masih berstatus honor
daerah (Honda), dilakukan penilaian
khusus oleh masing-masing pejabat
yang diberi tanggungjawab, tetapi
tidak menggunakan  mekanisme
sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1979, tentang Penilaian
Pelaksanaan  Pekerjaan  Pegawai
Negeri Sipil. Mekanismenya mulai
dari pejabat penilai, atasan pejabat
penilaian, proses penilaian, keberatan
atas penilaian, dan kerahasiaan daftar
penilaian  pelaksanaan  pekerjaan
(DP3). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa setiap alur atau prosedur yang
dilalui harus mengikuti mekanisme
tersebut yaitu dengan mendasarkan
pada angka-angka standar yang telah
ditentukan dengan kriteria tertentu
seperti kriteria amat baik standar
angka antara 91 sampai 100, kriteria
baik dengan angka antara 76 sampai
90, kriteria sedang dengan angka 51
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sampai 60, dan kriteria kurang
dengan angka 50 ke bawah.

1. Proses Penilaian

Proses penilaian yang dimaksud
dalam penelitian ini, yaitu diawali
dengan penyampaian daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP3) oleh
pimpinan kepada pejabat penilai
sebagai atasan langsung pegawai
yang dinilai. Setiap  penilaian
pekerjaan pegawai negeri sipil dan
calon  pegawai negeri  sipil
menggunakan standar nilai
sebagaimana telah diuraikan tersebut
di atas, yaitu menggunakan angka-
angka dari paling di bawah 50
sampai paling di atas 100.

Berdasarkan pengamatan,
dalam pelaksanaan penilaian
pekerjaan pegawai tersebut tidak
dilihat secara keseluruhan seperti
hasil fisik yang dikerjakan pegawai,
kemampuan kerja, disiplin,
hubungan kerja, prakarsa,
kepemimpinan dan hal-hal khusus
sesuai dengan bidang dan level
pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya. Pejabat penilai
sering tidak lagi mendasarkan bahwa
penilaian  pelaksanaan  pekerjaan
merupakan pedoman dalam bidang
kepegawaian yang diharapkan dapat
menunjukkan prestasi kerja para
karyawan secara rutin dan teratur
sehingga berdampak pada
pengembangan karier pegawai yang
dinilai  maupun organisasi Secara
keseluruhan.

Proses penilaian tidak berjalan
sesuai dengan Kketentuan. Pejabat
penilai sepertinya tidak mau sibuk
dengan tugas-tugas semacam itu,
kecuali pegawai yang akan dinilai
tersebut mempunyai kasus berat atau
pelanggaran berat yang membuat

yang bersangkutan sulit diberi
penilaian yng baik. Dalam hal ini,
penilaian tetap mempertimbangkan
berbagai situasi dan kondisi yang
mempengaruhi prestasi kerja
tersebut.

Sebagaimana yang berlaku di
berbagai unit kerja di lingkungan
Pemerintah  Daerah  Kabuputen
Boalemo, proses penilaian hasil kerja
pegawai di Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan, masih
menggunakan ukuran-ukuran
subyektif yaitu hanya didasarkan
perkiraan. Penilaian seperti itu
merupakan  penyimpangan  dari
pengukuran yang kurang cermat,
misalnya nilai baik prestasi kerja
pegawai diberi angka antara 76
sampai 90. Nilai-nilai tersebut hanya
merupakan  perkiraan  (bersifat
subyektif) bahwa prestasi pegawai
yang dinilai mendapat angka 76, 77,
78, 79 dan seterusnya, atau 80, 81,
82, 83 dan seterusnya.

Dalam arti, tidak ada standar
bahwa apa yang dihasilkan oleh
pegawai yang dinilai merupakan
akumulasi dari nilai prestasi kerja
yang sudah ditentukan dalam bentuk
angka antara 76 sampai 79, angka 80
sampai dengan angka 89, atau angka
90 sampai dengan angka 100.

Dalam praktiknya selama ini
ukuran  bagi  pejabat  penilai
berdasarkan angka-angka tersebut,
pada dasarnya tidak menghambat
pegawai yang dinilai dalam urusan
kenaikan gaji berkala atau kenaikan
pangkat. Subyektifitas penentuan
angka tersebut, juga lebih banyak
dipengaruhi oleh suka atau tidak
suka terhadap pegawai yang dinilai.
Sehingga akan terlihat antara
pegawai yang satu dengan pegawai
yang lain, mempunyai variasi nilai
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yang berbeda walaupun prestasinya
sama. Hal itu bukan berarti prestasi
kerja seseorang lebih tinggi dari nilai
angka yang telah tertera dalam DP3,
tetapi cenderung mengikuti
mekanisme standar nilai yang sudah
ditentukan walaupun sifatnya
subyektif karena sulitnya mengukur
prestasi kerja seseorang dengan
menggunakan angka.

2. Pengajuan Keberatan

Pengajuan  keberatan  yang
dimaksud dalam penelitian ini, yaitu
pemberian catatan tentang tanggapan
pejabat penilai atas keberatan yang
diajukan oleh pegawai negeri sipil
yang dinilai. Pada dasarnya, tujuan
penilaian pekerjaan seorang pegawai,
dimaksudkan untuk penilaian
prestasi kerja pegawai. Oleh karena
itu, dalam penilaian seharusnya
berpedoman pada mekanisme
penilaian yang obyektif yaitu
bagaimana seorang pegawai selama
periode satu tahun menunjukkan
prestasi kerja yang secara konkrit
dapat diukur. Jadi tidak sekedar
menentukan angka-angka yang tidak
memiliki standar.

Pada dasarnya, nilai yang
diberikan dalam bentuk angka
tersebut erat kaitannya dengan
produktivitas dan prestasi kerja
pegawai. Selain itu juga
berhubungan erat dengan masalah
latihan dan pengembangan,
perencanaan Kkarier yang pada
gilirannya bermuara pada kenaikan
pangkat maupun kenaikan gaji dan
terutama dalam pemberian insentif
lainnya. Oleh karena itu informasi
secara rutin tentang prestasi kerja
seorang pegawai Sangat penting
untuk turut serta menentukan

kebijaksanaan di bidang
kepegawaian.

Proses selanjutnya dari
mekanisme  penilaian  pekerjaan
pegawai setelah diajukan kepada
pejabat penilai, apabila tidak ada
keberatan dari pegawai yang dinilai,
maka daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan tersebut diajukan kepada
atasan pejabat penilai. Tidak jauh
berbeda dengan pejabat penilai, jika
pejabat penilai dalam hal ini disebut
sebagai atasan pegawai (staf) atau
sering diistilahkan dengan atasan
langsung, maka atasan langsung
masih mempunyai atasan lagi dalam
hal ini disebut atasan pejabat penilai.

Dari hasil wawancara dengan
informan  menunjukkan  bahwa,
mekanisme  penilaian  terhadap
pegawai di Badan Kepegawaian
Daerah Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Boalemo, tidak
mengalami hambatan yang berarti.
Apa yang sudah ditentukan oleh
pejabat penilai, belum pernah ada
pegawai yang mengajukan keberatan
atas nilai yang telah dicantumkan
dalam DP3. Kecuali jika nilai yang
diberikan pada tahun sebelumnya
lebih rendah dari nilai yang diberikan
pada tahun berjalan, ada juga
diantara pegawai yang keberatan
terutama yang menduduki jabatan.

Namun  demikian,  dalam
praktiknya sangat jarang terjadi
seorang pegawai memperoleh nilai
lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Seperti halnya telah diuraikan di atas,
kecuali pegawai yang bersangkutan
ada kasus yang tidak bisa
dipertimbangkan untuk dinilai baik.
Pada dasarnya, penilaian yang
menggunakan instrumen DP3,
merupakan motivasi bagi setiap
pegawai dalam meningkatkan
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prestasi kerjanya. Hal itu merupakan
tujuan penilaian pelaksanaan
pekerjaan yaitu antara lain:

(1) Digunakan untuk mengetahui
keadaan keterampilan dan
kemampuan setiap pegawai Ssecara
rutin; (2) Digunakan sebagai dasar
perencanaan bidang kepegawaian,
khususnya penyempurnaan kondisi
kerja, peningkatan. mutu dan hasil
kerja; (3) Digunakan sebagai dasar
pengembangan dan pendayagunaan
pegawai seoptimal mungkin;
sehingga antara lain dapat diarahkan
jenjang kariernya atau perencanaan
karier, kenaikan. pangkat dan
kenaikan  jabatan; (4) Dapat
mendorong terciptanya hubungan
timbal balik yang sehat antara atasan
dan bawahan; (5) Untuk mengetahui
kondisi organisasi secara
keseluruhan dari bidang
kepegawaian,  khususnya prestasi
pegawai dalam bekerja; (6) Bagi
pegawai  yang dinilai, dapat
mengetahui kekuatan dan kelemahan
masing-masing  sehingga  dapat
memacu  perkembangan  prestasi
kerjanya. Sebaliknya bagi atasan
yang menilai akan lebih
memperhatikan ~ dan  mengenal
bawahan atau pegawainya, sehingga
dapat membantu dalam memotivasi
mereka dalam bekerja; (7) Hasil
penilaian  pelaksanaan pekerjaan
dapat bermanfaat bagi penelitian dan
pengembangan di bidang
kepegawaian secara keseluruhan.

3. Proses Pemeriksaan

Proses  pemeriksaan  yang
dimaksud dalam penelitian ini, yaitu
pemeriksaan oleh atasan pejabat
penilai terhadap DP3 jika ada alasan-
alasan yang dikemukakan oleh
pegawai  yang dinilai  untuk

memperoleh perubahan nilai.
Mekanisme selanjutnya yang harus
dilakukan dalam pelaksanaan
penilaian pekerjaan adalah proses
penilaiannya. Dalam proses penilaian
yang perlu diperhatikan adalah
adanya penyimpangan atau
kesalahan dalam penilaian walaupun
tidak ada keberatan dari pegawai
yang dinilai.

Berdasarkan pengamatan,
proses penilaian pekerjaan yang
bersifat subyektif tersebut
menggunakan sistem kelonggaran,
yang mengasumsikan bahwa
pegawai yang dinilai dan penilai
cenderung tidak obyektif.
Kecenderungan  tersebut  dalam
proses  penilaian  dikategorikan
sebagai pelanggaran pertama yaitu,
kelonggaran penilaian atau terlalu
lunak dalam penilaian.  Penilaian
semacam ini akan menghasilkan
penilaian yang tinggi tanpa atau
kurang memperhatikan hasil
pekerjaan yang sesungguhnya.

Dalam mekanisme penilaian,
proses pemeriksaan merupakan suatu
cara untuk mengkonfirmasi hasil
kerja pegawai yang dinalai dengan
pembobotan angka terhadap hasil
kerja tersebut. Namun karena tidak
adanya  standar  nilai  angka
pembobotan pada setiap hasil kerja,
sehingga proses pemeriksaan hanya
dilakukan dengan cara meninjau lagi
nilai DP3 pada tahun sebelumnya.
Jika pegawai yang dinilai dianggap
tidak cacat selama bekerja, maka
nilai yang diberikan pada tahun
sebelumnya dinaikkan satu angka
atau lebih pada tahun berjalan.
Seperti contoh misalnya tahun lalu
diberi nilai 80 untuk angka hasil
kerja, maka pada tahun berjalan
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ditambahkan menjadi 81, atau 82,
demikian seterusnya.

Kecenderungan  pelanggaran
kedua dalam proses pemeriksaan
yaitu, melihat adanya kekerasan
penilaian atau terlalu keras dalam
menilai. Penilaian semacam ini juga
akan menghasilkan penilaian yang
rendah tanpa memperhatikan hasil
pekerjaan yang sesungguhnya. Hal
ini dapat terjadi apabila kondisi/
hubungan penilai terhadap bawahan
(yang dinilai) adalah kebalikan dari
kecenderungan pelanggaran yang
pertama di atas. Akibat dari penilaian
semacam ini juga tidak mendorong
prestasi kerja karyawan, bahkan
menjatuhkan pegawai yang
berprestasi baik.

4. Kerahasiaan DP3

Kerahasiaan Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang
dimaksud dalam penelitian ini, yaitu
penyampaian DP3 secara langsung
melalui jalur pejabat penilai untuk
diteruskan kepada pegawai yang
dinilai. Mekanisme penilaian antara
lain menjaga kerahasiaan nilai atau
pemberian bobot angka pada setiap
pegawai yang dinilai. Itu sebabnya,
DP3 tersebut berproses antara
bawahan dan atasan penilai, dan
antara atasan penilaian dengan atasan
pejabat penilai. Namun dalam
praktiknya selama ini, kerhasiaan
tersebut hampir tidak nampak pada
pemberian nilai  prestasi  Kkerja
pegawai.

Berdasarkan hasil pengamatan,
ditemukan adanya kecenderungan
bahwa dalam proses penilaian
pekerjaan, selalu  terpusat pada
atasan langsung. Kecenderungan
dengan sistem demikian, pada
umumnya para penilai tidak memiliki

kepastian tentang prestasi kerja
bawahan yang dinilai.

Mekanisme penilaian
merupakan hal yang kurang obyektif
dan tidak wajar dalam sistem
penilaian. Dengan demikian, perlu
ada rumusan tentang cara mengukur
dan mengurutkan nilai  melalui
berbagai metode yang berkaitan
dengan pekerjaan pegawai Yyang
bersangkutan. Penyimpangan lain
yang sering terjadi dalam proses
penilaian, ditemukan beberapa hal
yang dianggap sebagai
penyimpangan karena adanya kesan
sesaat dari penilai terhadap bawahan.
Pada saat penilaian, pejabat penilai
mempunyai kesan baik terhadap
pegawai yang bersangkutan, maka
penilaian semacam ini juga akan
menghasilkan nilai terlalu tinggi atau
terlalu rendah apabila dibandingkan
dengan hasil kerja senyatanya.

Penyimpangan lain  dalam
mekanisme penilaian, dilakukan oleh
penilai yang melaksanakan secara
garis besar dengan kesan sesaat.
Kondisi ini memungkinkan karena
mudah terjadi pada pekerjaan yang
hasilnya sulit dikuantitaskan, maka
hal itu membantu mempermudah
melakukan pemeriksaan terhadap
penilaian yang telah diberikan oleh
pejabat penilai. Selain itu bagi
pejabat penilai memang
membutuhkan waktu untuk
mempelajari sistem penilaian dan
mengenal kondisi pekerjaan bawahan
secara cermat. Dengan demikian
masalah tersebut seharusnya dapat
diusahakan untuk dihindari dalam
pelaksanaan penilaian  pekerjaan
karyawan, yaitu dengan menentukan
standar penilaian yang baku.

Berdasarkan uraian analisis
tersebut, maka penyimpangan dalam

Nolfi S. Tueno, Mekanisme Pemberian...

Page 143



Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo

Volume Il Nomor 2 Desember 2015

penilaian  hasil kerja  pegawai
seharusnya tidak perlu terjadi
apabila, penilaian yang
menggunakan instrumen DP3
memilik standar pengukuran yang
baku yang secara konkrit dan jelas
dapat dijadikan sebagai tolok ukur
bahwa antara pegawai satu dengan
pegawai lainnya memiliki nilai yang
berbeda karena  prestasi yang
dimilikinya berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan  analisis  hasil
penelitian yang telah diuraikan pada
bagian di atas, disimpukan sebagai
berikut: (1) Proses penilaian yang
diawali dengan penyampaian daftar
penilaian  pelaksanaan  pekerjaan
(DP3) oleh pimpinan kepada pejabat
penilai; (2) Sebagai atasan langsung
pegawai  yang  dinilai, telah
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, namun dalam pemberian
bobot nilai cenderung subyektif; (3)
Pengajuan keberatan sebagai catatan
tentang tanggapan pejabat penilai
atas keberatan yang diajukan oleh
pegawai negeri sipil yang dinilai,
selama ini belum pernah ada pegawai
yang mengajukan keberatan atas
penilaian yang telah diberikan; (4)
Proses pemeriksaan oleh atasan
pejabat penilai terhadap DP3
terhadap alasan-alasan  yang
dikemukakan oleh pegawai yang
dinilai untuk memperoleh perubahan
nilai, tidak pernah terjadi karena
tidak adanya catatan atas keberatan
yang disampaikan oleh pegawai yang
dinilai; (5) Kerahasiaan DP3 secara
langsung melalui jalur pejabat penilai
untuk diteruskan kepada pegawai
yang dinilai, pada realitasnya tidak
sesuai dengan ketentuan, bahwa

DP3 adalah rahasia Negara yang
hanya bisa diketahui oleh pejabat
penilai, atasan pejabat penilai dan
pegawai yang dinilai.

SARAN

Untuk menerapkan mekanisme
penilaian yang obyektif kepada
setiap pegawai, dalam rangka
pengembangan kariernya, disarankan
sebagai berikut: (1) Perlunya proses
penilaian terhadap pegawai melalui
instrumen DP3, dilakukan secara
obyektif berdasarkan standar baku
penilaian yang memiliki tolok ukur
yang konkrit dan jelas berdasarkan
hasil kerja pegawai; (2) Perlunya
diterapkan mekanisme pengajuan
keberatan dalam proses penilaian,
dengan  membubuhkan  catatan
tentang tanggapan pejabat penilai
atas keberatan pegawai yang diberi
nilai; (3) Perlunya penerapan proses
pemeriksaan oleh atasan pejabat
penilai terhadap bobot nilai yang
tercantum dalam instrumen DP3,
untuk  memberikan  kesempatan
kepada pegawai mengemukakan
alasan-alasan terhadap bobot nilai
yang telah diberikan oleh pejabat
penilai; (4) Perlunya memprosisikan
instrumen DP3 sebagai dokumen
rahasia Negara yang memiliki nilai
psikologis  dalam  memberikan
kesempatan kepada pegawai untuk
mengajukan  keberatan,  sebagai
motivasi  bagi  dirinya  untuk
memperbaiki hasil kerja dimasa
mendatang.
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